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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK PEGADAIAN TERHADAP
KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG YANG DIJADIKAN

AGUNAN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA

M. HARIS RIDHO P

Latar belakang penelitian ini diawali oleh adanya hubungan hukum antara
nasabah dan Pegadaian yang menciptakan berbagai hak dan kewajiban, terutama
kewajiban Pegadaian untuk melindungi dan mengembalikan barang agunan dalam
keadaan semula. Dalam praktiknya, masih ada risiko kerusakan atau kehilangan
barang agunan yang mungkin muncul, disebabkan oleh kelalaian, kekurangan
sistem keamanan, atau faktor lainnya, yang dapat menimbulkan isu
hukum.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek hukum yang
menyangkut tanggung jawab Pegadaian terkait kerusakan atau kehilangan barang
yang digunakan sebagai agunan, serta untuk memahami implikasi hukum yang
muncul jika Pegadaian gagal menjalankan tanggung jawabnya menurut
pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pendekatan
dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan
undang-undang dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara,
pengamatan, dan dokumentasi di Pegadaian UPC Indralaya, serta didukung oleh
literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan dengan cara
deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam
praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Pegadaian
terhadap kerusakan atau kehilangan barang agunan dapat dijelaskan melalui
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pegadaian memiliki kewajiban untuk
menjaga, merawat, dan mengembalikan barang agunan sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 1150–1160 KUHPerdata. Konsekuensi hukum yang mungkin timbul
jika kewajiban ini tidak dipenuhi termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi,
kemungkinan terjadinya gugatan dari nasabah, serta risiko sanksi administratif
dan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab
hukum Pegadaian adalah hasil dari penguasaan fisik terhadap barang agunan yang
membutuhkan penerapan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme, demi
menjamin perlindungan hukum bagi nasabah serta menjaga kepercayaan publik
terhadap lembaga Pegadaian.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pegadaian, Barang Agunan,
Kerusakan, Kehilangan, KUHPerdata
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ABSTRACT

LEGAL LIABILITY OF PAWNSHOP INSTITUTIONS FOR DAMAGE OR
LOSS OF COLLATERAL GOODS UNDER THE INDONESIAN CIVIL

CODE

M. HARIS RIDHO P

The premise of this study is founded on the legal dynamics of the pledge
agreement between the customer and the pawnshop, which establishes mutual
rights and responsibilities, especially the pawnshop's duty to protect and return
the pledged items in their intact state. In reality, risks of damage or loss to the
collateral frequently happen due to carelessness, deficiencies in the security
measures, or other variables, leading to various legal concerns.This research is
designed to investigate the legal responsibilities of a pawnshop (Pegadaian)
regarding any harm or loss of pledged items and to explore the legal
ramifications that stem from not meeting its obligations according to the
Indonesian Civil Code (KUHPerdata). This study utilizes an empirical legal
research approach, incorporating both legal statutes and case studies.
Information was gathered through interviews, direct observations, and
documentation at Pegadaian UPC Indralaya, with the support of primary,
secondary, and tertiary legal resources. The gathered information was analyzed
through a qualitative descriptive technique to comprehend how legal norms are
applied in real-life situations. Findings from this study reveal that the pawnshop's
legal liability for damages or loss of collateral items may stem from breaches of
contract (wanprestasi) and unlawful actions (torts). The pawnshop has a duty to
preserve, protect, and return the collateral items as outlined in Articles 1150–
1160 of the Indonesian Civil Code. The legal repercussions of failing to fulfill
these responsibilities include the requirement to provide compensation, possible
civil litigation initiated by customers, as well as potential administrative penalties
and a loss of public confidence. In summary, the pawnshop's legal responsibility
arises due to its physical possession of the pledged items, highlighting the need to
apply principles of diligence and professionalism to offer legal safeguards for
customers while fostering public trust in the pawnshop sector.

Keywords: Legal Liability, Pawnshop, Collateral Goods, Damage, Loss,
Indonesian Civil Code
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini muncul berbagai

lembaga atau perusahaan yang berfokus pada penyediaan layanan kredit atau

pinjaman modal dengan menggunakan barang milik masyarakat sebagai jaminan.

Kehadiran lembaga tersebut memberikan alternatif akses pendanaan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan modal usaha maupun dana

darurat secara cepat dan mudah.1 Melalui layanan ini, masyarakat merasa terbantu

karena proses pengajuan pinjaman tidak membutuhkan prosedur birokrasi yang

panjang serta ditawarkan dengan bunga yang relatif terjangkau. Salah satu

lembaga yang paling banyak menjadi tumpuan masyarakat adalah Perseroan

Terbatas (PT) Pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank

yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara

hukum gadai.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-

barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang

dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara

nasabah dengan lembaga gadai.2

1 Bagus Gede Ardi Artha Prabawa, I Wayan Wiryawan, and Dewa Gde Rudy, “Bentuk
Pengikat Jaminan Dan Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Canggu
Di Kabupaten Badung,” Jurnal Harian Regional / Kerthanegara, 2025.

2 Choirunnisak Choirunnisak and Disfa Lidian Handayani, “Gadai Dalam Islam,”
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2020): 61–
76, https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.141.
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Melalui Pegadaian, menjadi pilihan alternative bagi masyarakat dapat

memperoleh dana dengan aman, mudah, dan cepat melalaui gadai barang yang

mereka miliki untuk dijadikan jaminan. Pinjaman dengan menyerahkan barang

sebagai agunan yang akan ditaksir nilainya oleh petugas. Proses peminjaman

hingga pelunasan kredit dinilai sederhana karena hanya melibatkan pihak

Pegadaian tanpa memerlukan campur tangan instansi lain. Sistem gadai ini

memberikan kemudahan dengan biaya yang rendah, bahkan sering dianggap

hampir tanpa biaya tambahan.3

Ketentuan dalam KUHPerdata menetapkan bahwa gadai adalah suatu hak

yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya

oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang

memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan

barang itu dengan mendahalui kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya

penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau

penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang

itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.4

Menurut kehidupan masyarakat modern, kebutuhan akan pembiayaan

menjadi semakin kompleks. Untuk itu, tidak semua orang mampu memenuhi

kebutuhan mendesak melalui pendapatan rutin, sehingga muncul kebutuhan untuk

memperoleh dana melalui lembaga keuangan. Salah satu alternatif yang paling tua

dan masih eksis hingga saat ini adalah transaksi gadai, yakni penyerahan barang

3 Meisa Farina Taufik, Meily Y.B. Kalalo, Universitas Sam Ratulangi, Ipteks Lelang
Barang Jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan Manado 2 1,2” 02, no. 02
(2018): hlm. 331–35.

4 Pasal 1150, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)” (n.d.).
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bergerak sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman uang. Mekanisme ini sederhana,

cepat, dan relatif mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Transaksi

gadai bukan sekadar hubungan ekonomi, tetapi juga merupakan hubungan hukum

yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.5

Dari perumusan KUHPerdata kita tahu, bahwa para pihak yang terlibat

dalam perjanjian gadai ada 2 (dua), yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai,

disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain kreditur yang menerima jaminan,

disebut penerima gadai.6

Hak gadaipun dapat mencakup piutang yang masih akan ada dengan

ketentuan bahwa hubungan hukum yang menimbulkan piutang sudah ada pada

waktu perjanjian pemberian gadai dibuat. Mengingat bahwa perjanjian pemberian

gadai bersifat accessoir, sudah seharusnya perjanjian gadai didahului perjanjian

kredit sebagai perjanjian pokok. Dalam perjanjian gadai barang yang digadaikan

secara fisik harus diserahkan di bawah penguasaan kreditur dan dalam Undang-

undang diatur dan ditegaskan dengan kata-kata berikut : “tidak sah adalah gadai

atas segala benda dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai

ataupun yang kembali atas kemauan kreditur”.7

Menurut J. Satrio8hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang mengatur

jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor”.Karena jaminan

tersebut umumnya dipegang oleh kreditur, maka ia disebut juga kreditur

5 Filza Muharamah, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Perjanjian Gadai Yang
Barang Jaminan Hasil Dari Kejahatan” 17 (2024): 794–809.

6 Pasal 1150, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
7 Pasal 1152 ayat (2), “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)” (n.d.).
8 J Satrio, Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2002)hlm 203.
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pemegang gadai. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan, bahwa atas persetujuan

para pihak benda gadai dipegang oleh pihak-ketiga. Jadi pengertian jaminan

secara umum adalah suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah

perjanjian hutang piutang antara kreditor dan debitor.

Sistem pengaturan hukum jaminan, ada 2 sistem hukum sebagai berikut: 9

1. Sistem terbuka yang boleh disimpangioleh para pihak; dan,

2. Sistem tertutup, yang tidak boleh disimpangi oleh para pihak, tunduk oleh

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, tidak dapat mengadakan hak-hak

jaminan baru selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Sampai saat ini Lembaga Perbankan masih dominan sebagai sumber

pembiayaan investasi dengan pemberian kredit. Untuk mendapatkan kredit bank

lebih dahulu harus melakukan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang

akan diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai perjanjian accessoir atau

perjanjian tambahan.10

Jaminan merupakan Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik

debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk

perikatan-perikatan perorangan debitor itu.11

Sistem hukum konvensional, jaminan dipahami sebagai segala barang

bergerak maupun tidak bergerak milik debitor yang dapat dijadikan sebagai

penjamin pemenuhan kewajiban utangnya. Sementara itu, dalam perspektif

hukum Islam, konsep jaminan dikenal dengan istilah al-rahn.

9 Eko Nurrahmat Prayitno and Rizka Syafriana, “Pengaturan Sistem Hukum Jaminan Di
Indonesia Abstrak” 3 (2024): 21–25.

10 Sri Redjeki Slamet, Anatomi Muliawan, and Heddy Kandou, “Pembaharuan Hukum
Jaminan Indonesia,” Pembaharuan Hukum Jaminan Indonesia Lex Jurnalica 19, no. 9 (2022): 427.

11 Pasal 1131, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.
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Agunan dalam Islam dikenal dengan istilah al-rahn. yang secara etimologi

memiliki arti tetap atau kontinyu ini memiliki banyak definisi yang lainnya.

Menurut S.M. Hasanuzzaman, 12 “al-Rahn mean a plege or a security related to a

loan” (al-Rahn adalah suatu akat untuk keamanan pembayaran atas utang). Ia juga

menyatakan bahwa al-Rahn digunakan untuk pengaturan suatu barang sebagai

jaminanan.

Hak gadai yang definisinya diberikan adalah sebuah hak atas benda

bergerak milik orang lain, yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada

orang yang berhak gadai itu manfaat dari benda tersebut, tetapi hanyalah untuk

memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang (yang

bersifat apapun juga) dan itu ialah jaminan yang lebih kuat dari pada jaminan

yang memilikinya.13

Hukum objek pegadaian yang dimaksud dalam KUHPerdata hukumnya

diperbolehkan, selama barang atau objek tersebut sah dimata hukum dan tidak

dalam tanggungan orang lain atau badan hukum. Berbagai keragaman barang

yang bisa dimanfaatkan sebagai barang atau objek pegadaian. barang jaminan

kredit hampir semua jenis barang bisa bergerak antara lain perabotan rumah

tangga, perhiasan, dan kendaraan. 14

Keberadaan Pegadaian memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak

mampu memenuhi syarat pinjaman di lembaga perbankan. Berbeda dengan

12S.M. Hasanuzzaman, dikutip dalam A S Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian
Syariah (Kencana, 2016), https://books.google.co.id/books?id=WTq2DwAAQBAJ.

13 Dermina Dalimunthe, “Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Bw),” Yurisprudentia 4 (2018): hlm 50–56.

14 Asmuliadi Lubis, “Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” Al Mashalih: Journal of Islamic Law 3, (2022): hlm 50.
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perbankan yang memerlukan biaya besar, waktu yang lama, dan prosedur

kompleks yang melibatkan berbagai instansi seperti notaris, kantor pertanahan,

atau lembaga hukum, Pegadaian menawarkan mekanisme yang lebih praktis.15

Hal ini membuat masyarakat dapat lebih cepat memperoleh modal usaha

maupun dana konsumtif. Namun demikian, karena pinjaman tersebut berbasis

gadai, maka barang yang diserahkan nasabah menjadi jaminan bagi pelunasan

utang. Situasi ini menimbulkan hubungan hukum antara Pegadaian sebagai

pemberi pinjaman dan nasabah sebagai pihak yang menyerahkan barang gadai.

Hubungan tersebut lahir dari adanya perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan

benda, yang menjadi dasar hukum interaksi antara kedua belah pihak.16

Berdasarkan praktiknya, Pegadaian sebagai lembaga keuangan formal

negara memiliki posisi yang strategis. Pegadaian tidak hanya berfungsi sebagai

lembaga pembiayaan mikro, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam

mencegah praktik rentenir. 17 Keberadaannya yang legal, diawasi, dan memiliki

jaringan luas membuat Pegadaian dipercaya masyarakat. Namun, kepercayaan

tersebut harus bersamaan dengan tanggung jawab penuh terhadap keamanan

barang agunan. Di sisi lain, risiko kehilangan dan kerusakan barang agunan

bukan hal yang mustahil. Faktor kelalaian manusia, kelemahan sistem

15 Yessi Rinanda and Nindi Heni Saputri, “Sistem Akuntansi Pembiayaan Pegadaian
Emas Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tapi Bandar Padang,” Jurnal Akademi Akuntansi
Indonesia Padang 1, no. 1 (2021): hlm. 29–37, https://doi.org/10.31933/jaaip.v1i1.263.

16 M Syukran Yamin Lubis, “Gadai Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan
Syariah,” in Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi, vol. ..., n.d.

17 Nurul Fitria and Ulfah Rahmawati, Analisis Peran Pegadaian Dalam Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Dan Pencegahan Praktik Rentenir Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan
Bisnis Islam (JEBI)5,no. 2 (2022):hlm. 115–28.
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pengamanan, maupun kondisi force majeure dapat menyebabkan barang nasabah

tidak kembali dalam kondisi semula.18

Pegadaian awalnya merupakan Perusahaan Umum (Perum) yang merupakan

salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk

melaksanakan kegiatan pembiayaan berdasarkan hukum gadai. Namun, melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan

Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perseroan Terbatas

(Persero), pemerintah menetapkan perubahan status badan hukum Pegadaian

menjadi Perseroan Terbatas (PT Pegadaian).19 Peraturan tersebut, disebutkan

bahwa seluruh kekayaan negara yang tertanam pada Perum Pegadaian menjadi

penyertaan modal negara pada PT Pegadaian (Persero), yang berarti pada saat itu

Pegadaian masih berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero.

Selanjutnya, pada tahun 2021, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 73 Tahun 2021 melakukan penambahan penyertaan modal negara ke

dalam PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai langkah

pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) yang terdiri atas tiga entitas, yaitu BRI,

PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).20

Berdasarkan kebijakan tersebut, negara mengalihkan sebagian besar

sahamnya di PT Pegadaian kepada BRI, sehingga komposisi kepemilikan saham

18 Privat Law, “Privat Law” IV, no. 1 (2016).
19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011, “Tentang Perubahan

Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero),” 2011, https://peraturan.bpk.go.id/Details/5184/pp-no-51-tahun-2011.

20Pasal 4-5 Nomor 73 Peraturan Pemerintah, “TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLTK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO} PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK,” no.
098745 (2021): 98745–50.
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berubah: Negara Republik Indonesia hanya memegang satu lembar saham seri A

Dwiwarna, sementara seluruh saham seri B dimiliki oleh BRI. Perubahan struktur

kepemilikan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan. Dengan tidak lagi

dimilikinya mayoritas saham oleh negara secara langsung, maka PT Pegadaian

tidak lagi berstatus sebagai BUMN secara hukum, melainkan menjadi anak

perusahaan BUMN di bawah BRI Group.21

Secara normatif, pengaturan mengenai perjanjian gadai telah diatur secara

jelas dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1150–1160, yang menegaskan bahwa

barang yang digadaikan harus dijaga dan dikembalikan kepada pemberi gadai

setelah kewajiban debitur dilunasi. Dalam tataran teori hukum, kedudukan

penerima gadai (dalam hal ini Pegadaian) identik dengan penerima titipan,

sehingga ia memiliki kewajiban hukum untuk memelihara barang tersebut dengan

itikad baik, sama seperti ia menjaga barang miliknya sendiri.22

Selain itu, doktrin hukum perdata juga menegaskan prinsip

pertanggungjawaban, di mana pihak yang menimbulkan kerugian karena

kelalaiannya dapat dimintakan ganti rugi. Namun, dalam praktik di lapangan,

sering kali muncul persoalan yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara

teori hukum dengan realitas empiris.23

Sebagai contoh konkret, di Jakarta seorang nasabah di Cabang Sudirman

menggadaikan sebuah mobil sport di Pegadaian dengan taksiran hampir Rp 200

21 Status_Pegadain_Kompas_2021, “Gabung Di Holding Ultra Mikro, Pegadaian Tak
Lagi Berstatus BUMN,” n.d., https://money.kompas.com/read/2021/10/12/193.

22 Dalimunthe, Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw):hlm 37-
46

23 Widiastuti, Tri, dan Shinta Puspitasari. Tanggung Jawab Pegadaian Terhadap Barang
Jaminan Nasabah yang Hilang atau Rusak, Jurnal Law, “Privat Law. Vol. 8, No. 1 (2020): hlm
29–38.
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juta. Saat penebusan kemudian ditemukan kerusakan serius pada bumper belakang

mobil yang disimpan di gudang terpadu Pegadaian. Pihak Pegadaian mengakui

adanya tanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti kerusakan, namun

perselisihan muncul ketika nasabah meminta ganti rugi materiil dan immateriil

yang jauh melebihi estimasi awal. Kasus ini memperlihatkan bahwa meskipun

terdapat prosedur penyimpanan barang jaminan, kerusakan tetap bisa terjadi dan

menimbulkan tuntutan tanggung jawab hukum yang kompleks.24

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul

"Pertanggungjawaban Hukum Pihak Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau

Kehilangan Barang Yang Dijadikan Agunan Dalam Perspektif

KUHPerdata" bertujuan untuk penelitian pada Pegadaian UPC Indralaya

bukanlah fenomena terisolasi, melainkan telah muncul dalam bentuk yang nyata

di lembaga jasa keuangan gadai dengan menyusun pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai regulasi dan penerapan Pertanggungjawaban Hukum

Pihak Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Barang dalam penerapan

Hukum Jaminan di Indonesia.25

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan

sebagai berikut:

24 Alfi Kholisdinuka, detikcom, “Pegadaian Buka Suara Soal Mobil Sport Nasabah Rusak
Saat Dijaminkan,” DetikNews, April 2021, https://news.detik.com/berita/d-5552753/pegadaian-
buka-suara-soal-mobil-sport-nasabah-rusak-saat-dijaminkan., diakses pada tanggal 7 November
2025 Pukul 13.00 WIB

25 I Putu Gede Ryan Chandra Indrawan, I Nyoman Sukandia, and Ni Made Puspasutari
Ujianti, “Analisis Pertanggung Jawaban Hukum PT. Pegadaian (Persero) Dalam Hal Objek
Jaminan Mengalami Kerusakan,” Jurnal Konstruksi Hukum 4, no. 1 (2023): hlm. 84–89,
https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6024.84-89.
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1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak Pegadaian terhadap

kerusakan atau kehilangan barang agunan dalam praktik di Pegadaian UPC

Indralaya?

2. Bagaimana akibat hukum bagi Pegadaian apabila tidak melaksanakan

kewajibannya dalam menjaga dan mengembalikan barang yang

dijadikan agunan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai

Pertanggungjawaban Hukum Pihak Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau

Kehilangan Barang Yang Dijadikan Agunan Dalam Perspektif KUHPerdata,

tanpa menutup kemungkinan hal-hal lain yang saling berkaitan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk :

a) Menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum Pegadaian terhadap

kerusakan atau kehilangan barang agunan dalam perspektuf

KUHPerdata; dan

b) Mengetahui akibat hokum bagi Pegadaian apabila tidak melaksanakan

kewajiban dalam menjaga dan mengembalikan barang agunan sesuai

ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat penelitian ini untuk :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum jaminan,
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dengan menambah kajian mengenai pertanggungjawaban hukum

Pegadaian terhadap barang agunan. Selain itu, penelitian ini juga dapat

memperkaya literatur akademik terkait penerapan KUHPerdata dalam

praktik gadai di Indonesia;dan

b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam

meningkatkan sistem pengamanan, pelayanan, dan penerapan

tanggung jawab hukum agar selaras dengan ketentuan KUHPerdata.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan

gambaran hubungan antara konsep-konsep hukum yang menjadi dasar analisis

terhadap pertanggungjawaban Pegadaian atas kerusakan atau kehilangan barang

agunan. Beberapa konsep utama yang menjadi landasan penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban Hukum merupakan tanggungjawab hukum sebagai

sesuatu akibat lebih lanjut dari penyelenggaraan peranan, baik peranan itu

adalah hak dan kewajiban maupun kekuasaan. Secara umum tanggung

jawab hukum memiliki arti sebagai kewajiban untuk melaksanakan sesuatu

atau berperilaku menurut cara tertentu dan tidak menyimpang dari peraturan

yang sudah ada.26

2. Pegadaian

26 Julista Mustamu, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah,” Jurnal Sasi 20, no. 02
(2014): 25, https://media.neliti.com/media/publications/315940-pertanggungjawaban-hukum-
pemerintah-kaji-72f0ab66.pdf.
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Pegadaian merupakan kegiatan dengan menjaminkan barang berharga untuk

memperoleh uang dan bisa ditebus kembali oleh nasabahnya sesuai dengan

perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan ciri terdapat

barang berharga yang akan digadaikan, serta nilai jumlah pinjaman

tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan dan barang yang telah

digadaikan juga bisa di tebus kembali.27

3. Kerusakan atau Kehilangan Barang

Kerusakan atau Kehilangan Barang yang disebabkan kelalaian dari pihak

pegadaian atau barang jaminan yang disimpan terlalu lama yang

menyebabkan barang jaminan rusak, yang disebabkan pencurian atau

bencana alam yang mnegakibatkan barang jaminan hilang.28

4. Agunan

Agunan adalah sebutan untuk barang jaminan dalam prosedur pengajuan

pinjaman. Namun, tidak semua barang bisa menjadi agunan. Secara spesifik,

agunan adalah aset berharga yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan

saat pengajuan pinjaman.29

5. KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada penelitian ini membahas Buku

II Bab 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdata menegaskan

bahwa gadai adalah perjanjian jaminan kebendaan atas benda bergerak yang

27 Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, “2 1,2,3” 10, no. 2 (2024): hlm. 26–31.
28 Joni Oktavianto, R Suharto, and Triyono, “Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero)

Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Kota Semarang,”
Diponegoro Law Journal 5, no. 03 (2016): hlm. 1–13.

29 PT Pegadaian (Persero), “Agunan Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Contohnya” (Sahabat
Pegadaian, 2024), https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/agunan-adalah.



13

memberikan hak prioritas kepada kreditur, namun tetap menjamin

perlindungan bagi debitor melalui aturan yang melarang penyalahgunaan

barang jaminan.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah memberikan kontribusi

penting mengenai Pertanggungjawaban Hukum Pihak Pegadaian terhadap

Kerusakan atau Kehilangan Barang yang Dijadikan Agunan Dalam Perspektif

KUHPerdata, sebagai berikut :

Kusuma dan Salwa Kasih,30 “Pelindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam

hal terjadinya Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai di PT.

Pegadaian Cabang Poncol Semarang”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Hasil dari Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum atas barang

jaminan yang digadaikan oleh nasabah.

Frisilia Noni Morina,31 “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pegadaian

atas Kehilangan Barang Jaminan di PT Pegadaian Unit Cendana Kecamatan

Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu”, Universitas Medan Area. Hasil dari

Penelitian ini membahas tentang PT. Pegadaian memiliki tanggung jawab hukum

terhadap nasabah apabila terjadi kehilangan barang jaminan selama masa gadai.

Bentuk perlindungan hukumnya berupa penggantian kerugian sesuai nilai barang

30 Penelitian Skripsi oleh Kusuma dan Salwa Kasih, “Perlindungan Hukum Terhadap
Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai” (Semarang,
2024).

31 Penelitian Skripsi oleh Frisilia Noni Morina, “Pertanggung Jawaban PT. Pegadaian
Terhadap Kerusakan Atau Hilangnya Barang Jaminan Nasabah (Studi Pada PT. Pegadaian
Medan),” 2023, https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15445.
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yang hilang dan pemberian hak bagi nasabah untuk mengajukan klaim atau

gugatan.

Mardiah, Nurarafah, Joelman Subaidi,32 Jurnal Ilmiah Mahasiswa “Tanggung

Jawab Perdata Pt. Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang

Gadai (Studi Penelitian PT. Pegadaian UPS Subulussalam)” Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Penelitian ini menekankan

kepada Pertanggungjawaban Pegadaian yang dapat dipastikan karena barang

jaminan nasabah diasuransikan pihak pegadaian. Pertanggung jawaban yang

diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan hukum

peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha

Pegadaian pada Pasal 25 ayat (2) yaitu pegadaian wajib menganti/mengembalikan

barang jaminan yang rusak dengan uang barang yang rusak dengan uang barang

yang sama nilainya setara dengan harga barang jaminan tersebut.

Pada penelitian terdahulu diatas berfokus pada perlindungan hukum dan

tanggung jawab Pegadaian terhadap nasabah dalam hal terjadinya kerusakan atau

kehilangan barang jaminan gadai pada setiap Unit Pembantu Cabang dari regional

Kota Semarang, Kabupaten Labuhanbatu dan Kota Sabulussalam.

Sedangkan penelitian ini tidak hanya menguraikan bentuk

pertanggungjawaban hukum secara teoritis, tetapi juga menilai bagaimana

ketentuan Pasal 1150–1160 KUHPerdata diterapkan dalam praktik serta

menelusuri akibat hukum apabila Pegadaian lalai dalam menjalankan kewajiban

32 Mar Diah, Nurarafah Nurarafah, and Joelman Subaidi, “Tanggung Jawab Perdata PT.
Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai (Studi Penelitian PT. Pegadaian
UPS Subulussalam),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 6, no.
2 (2023): 49, https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178.
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menjaga barang agunan di Pengadaian UPC Indralaya. Metode peelitian empiris

di UPC Indralaya dalam penelitian skripsi ini yang membedakan dengan tiga

penelitian skripsi/jurnal sebelumnya di atas tersebut.

Dengan demikian, posisi penelitian di UPC Indralaya Sum-Sel berbeda

karena memberikan pendekatan hukum perdata yang lebih substantif, menyoroti

kesenjangan antara norma dan praktik, serta menghadirkan analisis kontekstual di

tingkat unit pelayanan daerah. Hal ini diharapkan mampu memperkuat

pemahaman tentang tanggung jawab hukum Pegadaian tidak hanya sebagai

kewajiban moral atau administratif, tetapi sebagai konsekuensi hukum yang diatur

secara tegas dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.

G.Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah

dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data.33 Penelitian ini

menggunakan metode hukum empiris, yaitu penelitian yang tidak hanya menelaah

aturan hukum tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan

dalam praktik oleh lembaga terkait.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian Hukum Empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang

menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

33 Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017).
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2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan

undang-undang dan pendekatan kasus. Kedua pendekatan tersebut

digunakan secara terpadu untuk memberikan gambaran yang utuh antara

norma hukum dan realitas penerapannya.

a) Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan

dengan menelaah aturan hukum tertulis yang menjadi dasar pengaturan

terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan undang-

undang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke

dalam Modal Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.34

b) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus konkret

yang telah terjadi dan relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

Tujuannya adalah untuk memahami penerapan hukum dalam praktik,

serta bagaimana peraturan perundang-undangan dijalankan dalam

situasi nyata. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Studi Kasus

Pegadaian UPC Indralaya sebagai fokus utama, dengan cara menelusuri

bentuk pertanggungjawaban Pegadaian terhadap kerusakan atau

34 Peraturan Pemerintah, Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero} Pt Bank Rakyat Indonesia
Tbk.
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kehilangan barang agunan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan

dokumen internal Pegadaian.35

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Data Primer:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); dan

3) Hasil Wawancara Kasus di Pegadaian UPC Indralaya.

b) Data Sekunder:

1) Artikel di Jurnal Hukum yang relevan; dan

2) Pendapat ahli hukum dan doktrin yang relevan.

c) Data Tersier :

Kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber lain yang memberikan

penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara mendalam (in-depth interview): Dilakukan dengan pegawai

Pegadaian dan nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai

tanggung jawab Pegadaian dalam menjaga barang agunan. Wawancara

35 M.H. Dr. H.Nur Solikin, S.Ag., Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan,
2021).
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menggunakan pedoman pertanyaan terbuka agar informan bebas

memberikan keterangan secara detail.

b) Observasi langsung: Peneliti mengamati sistem pengamanan barang

agunan di UPC Indralaya, termasuk mekanisme penerimaan,

penyimpanan, dan pengembalian barang kepada nasabah.

c) Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen seperti perjanjian gadai, laporan

internal, arsip klaim nasabah, serta aturan internal Pegadaian mengenai

penanganan barang agunan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif adalah proses

menelaah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan

dokumentasi untuk kemudian dipahami maknanya secara mendalam. Tujuan

dari analisis ini bukan untuk menghitung angka, tetapi untuk memahami

makna, pola, dan hubungan yang muncul dari data.

H.Sistematika Penulisan

Penulis menyusun setiap bagian menjadi sub-bagian yang membentuk

struktur sistematika penelitian hukum yang terdiri dari empat bab. Adapun

pembagian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BALB I PENDALHULUALN

Pada balb ini menguralikaln tentalng La ltalr Belalkalng

Permalsallalhaln, Perumusaln Malsallalh, Rualng Lingkup,

Tujuan dan Manfaat Penelitialn, Keralngkal Konseptual,
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Review Studi Terdahulu, Metode Penelitialn serta

lSistemaltikal Penulisaln.

BALB II TINJALUALN PUSTALKAL

Bab ini berisi tentang Pertanggung jawaban, Pihak

Pegadaian, Karakteristik Barang Agunan, Karakteristik

Kerusan dan Kehilangan, serta landasan hukum yang

relevan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BALB III PEMBALHALSALN

Bab ini berisi analisis mengenai pertanggungjawaban

hukum pihak Pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan

barang agunan dalam praktik di Pegadaian UPC Indralaya.

Selain itu, dibahas pula akibat hukum bagi Pegadaian

apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjaga

dan mengembalikan barang yang dijadikan agunan.

BALB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah

dilakukan serta saran-saran yang diajukan penulis terkait

penerapan pertanggungjawaban pihak Pegadaian terhadap

kerusakan atau kehilangan barang agunan dalam praktik di

Pegadaian UPC Indralaya.
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